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BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN 

PROVINS! SULAWESI SELATAN 

PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN 
NOMOR 28TAHUN 2019 

TENTANG 

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN 

TAHUN ANGGARAN 2018 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN, 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9 Peraturan Daerah Nomor Tahun 2018 tentang 
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten 
Pangkajene dan Kepulauan Tahun Anggaran 2019 perlu menetapkan Peraturan Bupati Pangkajene dan 
Kepulauan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangkajene dan KepulauanTahun Anggaran 2018 

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1822); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara 
Rebublik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62,Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 
3569); 



 

) ) 

5. 

4. 

7. 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan-Bebas dari 
/ Korupsi,Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 ' ofil.9. :�r;:::J, p 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); fiUk.u 
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik .,-,, 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 
Undang-Undang Nornor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perneriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab 
Keuangan Negara ( Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nornor 66, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nornor 4400); 
Undang-Undang Nornor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nornor 104, Tambahan Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4421); 
Undang-Undang Nornor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pernerintah Pusat dan 
Pernerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nornor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 
Undang-Undang Nornor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 
5049); 

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

11. Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nornor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5587) 
Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nornor 5679); 

12. Peraturan Pernerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas 
Penyelenggaraan Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nornor 41, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4090); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Sadan Layanan Urnurn 
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4502); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 

8. 

9. 

6. 
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2012 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2012 Nomor 171, Tambaban Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5340 ); f' 

14. Peraturan Pemerintab Nomor 55 Tabun 2005 tentang Dana Perimbangan ( Lembaran Neg�lb ep bli 
Indonesia Tabun 2005 Nomor 137, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 457 1/1/ / p 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tabun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerab (Lembaran Neiali.l.J}(IJ!tf 
Republik Indonesia Tabun 2005 Nomor 140,Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4578); 

16. Peraturan Pemerintab Nomor 65 Tabun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar 
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2005 Nomor 150,Tambaban 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

17. Peraturan Pemerintab Nomor 8 Tabun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja lnstansi 
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2006 Nomor 25, Tambaban Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4614); 

18. Peraturan Pemerintab Nomor 71 Tabun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintaban (Lembaran 
Negara Tabun 2010 Nomor 123, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tabun 2011 tentang Pinjaman Daerab (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tabun 2011 Nomor 59, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219) 
Sebagaimana telab di ubab dengan Peraturan Pemerintab Nomor 65 Tabun 2010 tentang Sistem 
lnformasi Keuangan Daerab (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2010 Nomor 110, Tambaban 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 

20. Peraturan Pemerintab Nomor 18 Tabun 2016 tentang Perangkat Daerab (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tabun 2016 Nomor 114 Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tabun 2017 ten tang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerab (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2017 Nomor 
106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tabun 2006 tentang Pedoman Keuangan Daerab 
sebagaimana diubab Kesatu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tabun 2007, diubab Kedua 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tabun 2011. 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tabun 2011 tentang Pedoman Pernberian Hibab dan 
Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerab; (Betita Negara 
Republik Indonesia Tabun 2011 Nomor 450); sebgaimana telab diubab dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 39 Tabun 2012 tentang Perubaban Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 
Tabun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibab dan Bantuan Sosial yang bersumber Dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerab; (Betita Negara Republik Indonesia Tabun 2012 Nomor 540); 



 

24. 

25. 

26. 

27. 

) ) IJ,q .'It � 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar -��.J / r, 
Pemerintah yang Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah; I-J{jl( #'"6 
Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan UAr 
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan Nomor 101 Tahun 2008 tentang Pokok- 
pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan Tahun 
2008 Nomor 11); 
Peraturan Daerah Pangkajene Dan Kepulauan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan Tahun 2018 Nomor 7); 
Peraturan Bupati Pangkajene Dan Kepulauan Nomor 66 Tahun 2018 tentang Penjabaran Perubahan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan Tahun Anggaran 
2019 (Berita Daerah Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan Tahun 2018 Nomor 52); 

Menetapkan 
MEMUTUSKAN � 

PERA1URAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2018 

Pasal 1 

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2018 terdiri atas: 

1. Pendapatan 
a. Pendapatan Asli Daerah 

b. Dana Perimbangan 
c. Lain - Lain Pendapatan 
Jumlah Pendapatan 

2. Belanja 
a. Belanja Tidak Langsung 

1) Belanja Pegawai 
2) Belanja Bunga 
3) Belanja Subsidi 
4) Belanja Hibah 
5) Belanja Bantuan Sosial 
6) Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Propinsi 

: Rp 174.288.744.559,94 
: Rp 1.032.137.488.223,00 
: Rp 163.574.302.755,00 
: Rp 1.370.000.535.537,94 

: Rp 537.022.617.887,00 
: Rp 0,00 
: Rp 0,00 
: Rp 44.352.841.742,00 
: Rp 3.755.700.000,00 

4 



 

) 
/Kab/Kota dan Pemdes : Rp 

7) Belanja Bantuan Keuangan Kepada Propinsi 
/Kab/Kota dan Pemdes dan Partai Politik :Rp 

8) Belanja Tidak Terduga :Rp 
Jumlah :Rp 

) 
0,00 

141.173.631.600,00 
963.616.000,00 

727 .268.407 .229 ,00 

b. Belanja Langsung 
1) Belanja Pegawai 
2) Belanja Barang dan Jasa 
3) Belanja Modal 

Jumlah 
Jumlah Belanja 
Surplus/Defisit 

3. Pembiayaan 
a. Penerimaan 
b. Pengeluaran 

Jumlah Netto 
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun berkenaan 

: Rp 12.014.019.199,00 
: Rp 331.324.166.480,00 
: Rp 322.738.156.149,23 
: Rp 666.076.341.828,23 
: Rpl.393.344.749.057,23 
: Rp (23.344.213.519,29) 

: Rp 65.725.206.247,54 
: Rp 5.000.000.000,00 
: Rp 60.725.206.247,54 

Rp 37.380.992.728,25 

Pasal 2 

Ringkasan Laporan realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal l sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 3 

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal l dirinci lebih lanjut atas penjabaran laporan 

realisasi anggaran. 

Pasal 4 
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) ) 
Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagaimana tercantum dalam lampiran 11 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 5 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam 

Serita Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 

Diundangkan di Pangkajene 

·� ·1= 
·� 

Ditetapkan Di Pangkajene 

pada tanggal, �s eyU 2019 

E DAN KEPULAUAN 

l 

SY 

PAR[� 
SEK DA 
A TEN 
KAB 
SEKR I'. 
KABID 
KO -,EP1 , 
PE GETIK 

pada tanggal 

Pih. SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN 

PANGKAJENE DAN KEPULAUAN 

SERITA DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN 

TAHUN NOMOR 
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